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PUTUSAN
Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Ptk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07
September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 November
1980, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Tengah,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor
678/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 20 Januari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
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sebagaimana tercantum dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor:

XXXX/28/1/2003, tertanggal 27 Januari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sungai Rengas,
Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Jakarta tanggal
28 Februari 2001;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering
bertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena :

5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain;
Penggugat pernah bernyata tentang huungan Tergugat dengan
perempuan lain tersebut, karena hal itu Tergugat marah dan memukul
Penggugat;

5.2. Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan

yang tidak jelas;

5.3. Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga
Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat
dan kebutuhan anak;

6. Bahwa puncak perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2023, pada waktu itu Penggugat
mempertanyakan masalah perempuan lain lagi kepada Tergugat, namun
Tergugat tetap marah ketika ditanya tentang masalah perempuan lain dan
pada saat itu Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menggugat cerai;

7. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2023 itu juga akhirnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat pindah ke
rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
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8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup
bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat
memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan
cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di
atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap karena alamat Tergugat berada di Malaysia berdasarkan relaas
panggilan 11 Juli 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan relaas tanggal 11 Juli 2023
ternyata alamat Tergugat di Malaysia, maka Majelis berpendapat bahwa alamat
Tergugat salah atau cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
onvantkelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah
1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan hadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
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Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp300.000,00
4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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